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ABSTRAK 

Salah satu fungsi negara adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah 

darahnya, maka melalui penetapan Indonesia sebagai negara hukum memberikan 

salah satu konsekuensi, yaitu perlindungan hak asasi manusia yang salah satunya 

adalah hak perlindungan martabat dan kehormatan diri. Adanya interaksi antar 

manusia menyebabkan perlunya melindungi martabat dan kehormatan diri karena 

manusia memiliki otonomi diri serta manusia dapat merasakan rasa sakit yang tidak 

dapat dirasakan secara fisik, sehingga setiap manusia perlu hidup secara bebas dan 

tanpa gangguan dari pihak yang tidak berkepentingan, maka di sinilah hak privasi 

berada. Sejak perkembangan teknologi membuat batasan-batasan menjadi kabur, 

menyebabkan arus data dan informasi menjadi lebih bebas, bahkan melintasi batas-

batas yurisdiksi nasional, Perlunya privasi dalam ruang siber selain adanya ruang 

pribadi kehidupan manusia, juga karena segala data dan informasi yang ada di situ 

dapat bertahan lebih lama dari pada ruang nyata, dengan munculnya berbagai sarana 

dan prasarana dalam ruang siber memberikan tantangan dalam perlindungan hak 

privasi data pribadi, yang sayangnya telah terjadi beberapa insiden pelanggaran atas 

data pribadi, tantangan inilah yang dijawab dengan jaminan perlindungan secara 

konstitusional, yaitu terdapat dalam Pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar RI 

1945, namun penerapannya dalam peraturan perundang-undangan perlu dikaji lebih 

lanjut. Permasalahan yang perlu dijawab dalam penelitian ini, yaitu: Pertama, 

Bagaimana urgensi pengaturan perlindungan hak privasi di ruang siber; Kedua, 

Bagaimana kesesuaian regulasi perlindungan privasi di ruang siber terhadap regulasi 

terkait Hak Asasi Manusia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-

normatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil, yakni: Pertama, 

Hak Privasi sudah menjadi urgensi bahkan sebelum era siber yang dapat terlihat 

dalam konvensi-konvensi internasional mengenai HAM, bahkan Pemerintah telah 

mengakuinya secara konstitusional, namun perlindungan hak atas data pribadi perlu 

dijadikan prioritas karena kurangnya kesadaran dari masyarakat maupun kurangnya 

perhatian pemerintah pada perlindungan data pribadi. Kedua, Berbagai peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan ruang siber secara langsung maupun 

tidak langsung telah memiliki pengaturan yang berkaitan dengan perlindungan hak 

privasi atas data pribadi, namun perlu dilakukan perbaikan sehingga tidak 

menimbulkan benturan antar peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 


